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ABSTRAK

Remaja merupakan sustu proses peralihan seseorang dari mass znak-anak
menuji dewasa. Dalam masa ini banyak teadi dilema dalam remaja. Rasa ingin tahu
yang lingpi membuat remaja ingin sckali mencoba hal-hal baru, walaupun it
berakibat negatif. Salah satunys adalah narkotika, Pengawasan vang kurang baik dari
orang tua dan bngkungan pergaulan vang tidak baik, memudahkan seseorang remaja
lerjerumus dalam nackotika, Di Indonesia khususnya di kota Padang penvalahgunasn
narketika telah banyak memakan korban khusussya remaja. Kota Padang sendiri juga
termasuk dalam kola yang penyalahgunaan narkotikanva cukup tingei di Indonesia
liga permasalahan pokok dalam tulisan ini wvaitn : latar belakang remaja
menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanps hak di Kota Padang. penerspan
sanksi pidana Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan Undang-
undang Me, 3 Tahun 1997, mengapa terjadi perbedaan penerapan pidana terhadap
pelaku penyalahgunazn narkotika. Dengan melakukan penelitian vang menggunakan
metode pendekatan vuridis empiris vang bersifat deskriptit dengan maksud unk
menggambarkun dan menelaah lebih jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti
dan kemudian akan menyusun dan menpanalisa permasalahan tersebut di aras,
Pengambilan data dilakukan di Pengadilan Negeri Padang yang berupa data primer
vang diperoleh dengan wawancara langseng dengan hakim di Pengadilan MNegeri
Padang dan wawancara dengan pelaku penyalahgunsan narkotika. Sedanghkan data
sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diolah Pengadilan Negeri Padang
berupa dokumen dan arsip-arsip. Dari hasil penelitian, latar belakang remaja
mengpunakan narketike untuk diri sendiri tanpa hak di Kota Padane antara luin
disebabkan oleh pengarubl lingkungan pergaulan, rass ingin tahu atau cobg-coba,
kurangnya pengawasan dari orang tua. Penerapan pidana pada tindak pidana narkatika
di Pengadilan Negeri Fadang masih didominasi dengan rasa keadilan menurat versi
hakim it sendiri, bukan berdasarkan rase keadilan yang telah diatur olsh Undang-
Undang Narkotika sehingga penerapan pidana belum optimal dilakukan, Sedangkan
perbedaan sanksi pidana terhadap pelaky penvalahgunasn narkotika menurut Undang-
Undang Markatika tidak ada berbeda.



BABI1

PFENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja scbagai generasi muda merupakan penerus bangsa vang akan
memimpin dan menggerakkan bangsa ini nantinva. Untuk it pembinaan generasi
muda baruslah dilakukan schingga nanti dapat dihasilkan penerasi muda vang
berpikiran cerdas, bertanggung jawab, dan punva kemauan.

Untuk mencapai semua i dibutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran karena
hal itu bukan merupakan sesuatu vang mudah. Banvak faktor penghambat untuk
mencapai hal tersebur, diantaranys adalah perkembangan kehidupan sosisl generasi
muda yang diiringi dengan sifat negatif, Seiring dengan perkembangan zaman, egadi
kriminalisasi dan dekriminalisasi. Sejak pwal tahun 1970-an, telah ada tanda-tands
vang menunjukkan terdapat peningkatan korban narkotika dan bagian terbesar
diantaranya remaja.’

Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal waktu. empat. dan straia
sogial, Markoba mampu menembus dimensi mang dan waktu, Obat terlarang ini
menyenleh dan merambah seluruh lapisan masysrakat, mulai dar anak, remaja
sampai vang sudah tua.

Meskipun narkotika sangat bermanfaar dan diperlukan untuk pengobatan
tan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar

pengobatan, terlebib jika disertal demgan peredaran  gelap narkotika  akan

Soedjong, 0, Narkotika dan Remaie. Alumni, Bianduna, 1985, Hal, 2



menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun  masyvarakat
khususnya generasi muds , bahkan dapat menimbulkan bahaya lebib besar bagi
kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhimya skan dapat mematikan
ketahanan sosial.

Dalam Undang-undang Nemor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
disebutkan “ peredaran gelap narkolika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan penyaluran atau penyverahan narkotika baik dalam rangka perdagangan,
bukan perdagangan, maupun pemindaltanganan untuk  Kepentingan  pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu penpgetahuan.™

Kekhawatiran yang sangat dirasakan bangsa Indonesia sekarang ini adalah
masalah penyalabgunaan narkotika di [ndonesia menunjukan kecendrungan vang
terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan
masyarakat bungsa dan Negara, Indonesia bukan hanva scbagai tempat transit dalam
perdagangan narkotika, tapi telah menjadi tempat pemasaran dan babkan telah
menjadi tempat produksi narkotika.’Hal ini dapat kita libat dengan banyaknya
perumahan vang ditemukan dijadikan sebagai tempat produksi narkotika dan balkan
menggunakan fenaga dari luar negeri.

Akibat yang nvats dan sanpal memberatkan banpsa Indonesia yang
dirasakan dari peredaran gelap narkotika ini adalah  semakin banyak dan
berkembangnya pengguna penyalahgunaan narkotika, terutama remidja. menunjukkan
kecendrungan  negatif dari remaja yang  jadi bagian tidak terpisahkan  dari
permasalahan kenakalan remaja yang tdak dapat lagi dikatakan kenakalan wajar tapi

* Badan Markotika Mastonul, Sofus Hulue, Com, Jakarta 2007 (1 5-07-2009)
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telah mengarah pada kejahatan atau pelangparan hukum. Keadaan ini telah merajarela
terutama di kota-kota besar yang motivasi penggunaanva bermuacam-macam, mulai
dengan pembuktian keberanian atau kejantanan, tuntutsn pergaulan, dan bahkan
sampal kepads tempat pelarisn dari kehidupan nyata remaja vang akhimya dapat
menjadi keterganiongan.

Dengan semakin mudahnya sescorang mendapatkan narkotika, muncul
gejal-gejala sosial berupa kejahatan yang meresahkan masyarakat, Walaupun telsh
dikeluarkan Undang-undang Momer 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. akan tetapi
tampaknya helum menimbulkan efek jera, karena dalam peraturan tersebut belum ada
perbedasn vang jelas anlara ]:I-En}'ﬂ.lﬂhglmﬂﬁn sebagai korban dan penvalshgunasn
sebagai pelaku. Selain i belum ada sanksi hukum bagi pelaku perdagangan gelap.’
Betapa bahayanya narkotika dapat kits lihat pada sejarsh kekalahan perang Tiongkok
karena Ingpris menggunakan senjata candu untuk mengalahkan bangsa Tiongkok.”
Tindak pidana narkotika bukanlah tindak pidana vanp berdiri sendirl, dalam arij
bahwa tindak pidana ini akan melahirkan tindak pidana lain vang mengikutinya,
epertl  pencurian  (bissanya terjadi  pencurian  dalam keluarpa), perampokan,
penodongan, perlakuan menyimpang seksual, dan vang lebih mengkhawatirkan lag
sampai lerjadinya pembunuhan demi untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan
narkotika. Ini menandakan bahwa tindak pidana narkotika bukan saja permasalahan

vang dibadapi oleh pengguna atau pemakai saja melainkan tindak pidana narkotika

* Makbut Padmanepgars, Tesoo fererakel Takamn 2005
TALW. Wifaya, Masalah Kenakalar Fewmain don Pervalabipunaan Narkowka, Armico,
Bandung, 1983, Hal, &



juga jelas menimbulkan kerugian pada keluarga, lingkungan masyarakatoya, dan
negara sehimgga memerlukan penangpulangan serius,

Penanggulangen tindak pidana narkotika harusluh menjadi prioritas yang
utama dan terpadu suatu kerja sama semua pibak. yvaitu remaja it sendiri, keluarga,
lingkungan sosial, dan pernerintah, Dari lingkungan keluarga maka orang tua harus
menyediakan wakw dan perhatian terhadap ansk remajanya denpan pendidikan
agama dap keimanan yang tingei, serta moral yang kekoh supaya anak remaja
dibentengi untuk menghadapi segala bahaya vang timbul aleh narkotika sendid.

Pemerintah sendiri telah melakukan upava penanpoulangan, baik secara
preventif maupun secara represif, 1api tindak pidana ini terus berkembang, sealah-
olah ridak ada penanggulanpannya. Dengan keluamya Undang-undang Nomor 22
Tehun 1997 vang dalam ketentuan pidananva memberikan ancaman hukuman yang
lebih berat.bahkan hukuman mati, menunjukan pada kita semua bahwa pemerintah
Republik  Indonesia telah bersunggub-sunngub untuk menanggulangi tindak pidana
narkoiika. Selain dengan memberikan ancaman hukuman vang berat dalam peraturan
perundang  -undangan, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan
meningkatkan kwalitas aparat penepak hukum. vang dalam hal ini adalah pihak
kepolisian dan pegawai vang terkait dengan masalah ini agar Ichih tegas dalam
menindzk semua pibak yang terlibat dalam lingkaran narkoba.

Selain it pemerintah juga menetapkan suatu konsep penegakan hukuwm
vang lidak hanya untuk menyelamatkan kepeniingan bangsa dan nepam sceara

nasional lapt juga menyelamatkan bangsa dalam hubungannya dengan dunia



internasional, scbagai buktinva adalah Indonesia dengan Negara lain mewujudkan
kawasan bebas narkotika tabun 2015.°

Tapi. tanggung jawab terbesar dan wiama dalam menyelesaikan masalah ini
tetap berada pada remaja itu sendin, Kesadaran akan diri dan keheradaannya sebagai
remaja yang akan menimbulkan kepemimpinan setidaknya bisa menjadikan suatu
dorongan untuk menghindari dirinya dari pengarub narkotika, Dengan sikap dasamya
terhadap bahaya narkotika dan tanggung jawab terhadap k::;-:u]amatan dirinya berarti
remdja telah berusaha menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya narkoba dan
berusaha menyvelamatkan generasi mendatang, selain upaya penegak hukum tentunya
dalam menangpulangi tindak pidana ini.

Tindak pidana narkoliks yang dimaksud disini adalah tndakan yang
dilarang oleh aturan hukum. dalam hal ini adalah Undang-undang Nomer 22 Tahun
1997, Ada beberapa jenis tindak pidana narkotika diantaranva adalabh tindakan
merakil, mepanam. mengangkut, mengimpor, mengekspor, menjual, menjadi
perantara, menggaunakan dan tindakan lainnya secara tanpa hak dan melawan bukum,
Jenis tindakan ite antara lain adalah tindakan menanam. mermiliki, menyimpan,
memproduksi, membawa, mengangkut, mengimpor, mengekspar, menjual, menjadi

perantara, menggunakan dan tindakan lain secara tanpa hak melawan hukum.

* Sambutan teriulis Wakil Presiden [amzah Haz virg disacukan olel Menteri Koordinator
Reliik, Sosial, dun Keamanan Seesilo Bambang Yudhovono pada pembukaan * The First
Meeting of the Asean and China Covoperative in Responss to Diangerons Druas | Accord )
Flan of Action Task Force * o Denpasar Bali, 17 Movember 2001 Kormpas, 13 Movember
2001, Hal 11
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BAB IV

FENUTUP

A, Kesimpulan
Diari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

!. Latar belakang remaja mengpunakan narkotika untuk din sendiei secara tanpa hak
dan mefawan hukum di Kola Padang dischabkan oleh fakeor-faktor vt
lingkungan pergaulan.coba-coba atau didorong rasa ungin tahu, campuran dari
beberapa facoor.

2. Penerapan sanksi pidana UL Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
di kalangan remaja bila dikaitkan denpan dengan UL Pengadilan Anak masih
dhdominasi dengan rasa kedilan menurut versi bakim i sendisi sehingga penerapan
pidana belum optimal dilakukan,

3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak terdapat
perbedaan mendasar. melainkan dalam penjatuhan pidana yang pada prakieknya
bunvak sekali terjadi perbedaan. Mal ini dikarenakan semuanya telah teraplikasi

secara Jelas dan terang dalam Ul Narkotika.
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